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Abstrak
Kata Kunci: Pertanggungjawaban perusahaan dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan merupakan isu krusial
Pertanggungjawaban, dalam konteks hukum dan bisnis modern. Artikel ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur
Tata Kelola pertanggungjawaban korporasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia,
Perusahaan, serta implementasi praktis dari kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Keberlanjutan, Hukum  normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola
perusahaan, tanggung jawab sosial, dan lingkungan, serta studi kasus pada beberapa perusahaan besar di
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur
aspek keberlanjutan, implementasi di tingkat perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
kurangnya penegakan hukum yang efektif, kepatuhan yang rendah, serta minimnya kesadaran perusahaan
terhadap pentingnya keberlanjutan jangka panjang. Studi ini juga mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk
meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung praktik-praktik
tata kelola yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan pertanggungjawaban perusahaan melalui regulasi
yang lebih tegas dan program kepatuhan yang komprehensif, diharapkan dapat tercapai tata kelola
perusahaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial
dan lingkungan. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan wawasan tentang pentingnya integrasi aspek
keberlanjutan dalam tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Abstract
Keyword: Corporate accountability in realizing sustainable governance is a crucial issue in the context of modern law and business.
Accountability, This article analyzes the legal framework governing corporate accountability in realizing sustainable corporate governance
Corporate Governance,  in Indonesia, as well as the practical implementation of these policies in the field. This research uses a normative approach
Sustainability, Law by examining various laws and regulations related to corporate governance, social responsibility, and the environment, as

well as case studies of several large companies in Indonesia. The results show that although various regulations governing
sustainability aspects exist, their implementation at the company level still faces various challenges, such as a lack of effective
law enforcement, low compliance, and minimal corporate awareness of the importance of long-term sustainability. This
study also identifies the need for increased collaboration between the government, companies, and the community to support
sustainable governance practices. By enhancing corporate accountability through stricter regulations and comprehensive
compliance programs, it is hoped that corporate governance can be achieved that is not only economically profitable but
also socially and environmentally responsible. This article contributes to providing insight into the importance of integrating
sustainability aspects into good and sustainable corporate governance.
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PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan salah satu pilar
utama dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. GCG tidak hanya penting untuk
menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, tetapi juga memainkan peran sentral
dalam memastikan stabilitas operasional dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Dengan adanya
tata kelola yang baik, perusahaan dapat menghadapi tantangan pasar yang dinamis, mengelola risiko dengan
lebih efektif, serta memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-
nilai etika dan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, dan kesetaraan, menjadi landasan utama dalam menciptakan struktur manajemen yang kuat dan
berintegritas. Transparansi mengharuskan perusahaan untuk secara terbuka menyampaikan informasi yang
relevan dan material kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga memungkinkan
adanya pemantauan dan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja perusahaan. Akuntabilitas mengacu pada
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kewajiban pengurus perusahaan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakannya kepada
pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Responsibilitas, di sisi lain, menekankan
pentingnya perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta etika yang berlaku. Sementara itu, independensi berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengambilan
keputusan dilakukan secara objektif dan tanpa konflik kepentingan, dan kesetaraan menuntut adanya perlakuan
yang adil dan setara bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas.

Di tengah semakin besarnya tuntutan dari para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham,
karyawan, konsumen, regulator, dan masyarakat luas—perusahaan modern kini dihadapkan pada tantangan
yang lebih kompleks. Tidak lagi cukup bagi perusahaan untuk berfokus semata-mata pada keuntungan finansial
jangka pendek; mereka kini dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih
besar. Perusahaan harus berperan aktif dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan, yang melibatkan
keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, meningkatnya kesadaran global akan
pentingnya keberlanjutan telah mendorong lahirnya berbagai regulasi dan inisiatif internasional, seperti
Sustainable Development Goals (SDGs) dan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Hal ini semakin memperkuat pentingnya tata kelola yang baik sebagai instrumen untuk mencapai
keberlanjutan dalam segala aspek operasional perusahaan. Perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa
besar keuntungan yang dapat mereka hasilkan, tetapi juga dari bagaimana mereka berkontribusi terhadap
keberlanjutan lingkungan, memperlakukan karyawan mereka dengan adil, dan berperan dalam pembangunan
sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menjadi
kewajiban hukum dan etika, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang krusial untuk mencapai kesuksesan
jangka panjang. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam operasional sehari-
hari mereka akan lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan global serta mampu mempertahankan
posisinya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat Pertanggungjawaban (accountability) merupakan
salah satu pilar utama dalam prinsip Good Corporate Governance (GCQG) yang memainkan peran krusial dalam
menjaga integritas dan kepercayaan terhadap perusahaan.

Tujuan utama dari pertanggungjawaban ini adalah memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan
perusahaan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan operasional, dilakukan dengan penuh
kesadaran akan dampaknya terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Para pemangku kepentingan yang
dimaksud mencakup pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat luas, serta lingkungan sekitar, yang
semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban
tidak hanya sebatas pada pelaporan kinerja keuangan kepada pemegang saham, tetapi juga mencakup tanggung
jawab yang lebih luas, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Hal ini mengharuskan manajemen perusahaan
untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada dampak dari setiap keputusan yang
diambil terhadap kesejahteraan karyawan, kelestarian lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap
masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk selalu bertindak sesuai
dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Selain itu, pertanggungjawaban juga mengandung kewajiban
bagi manajemen perusahaan untuk secara berkala memberikan laporan yang transparan, akurat, dan jujur
terkait keputusan strategis, kebijakan, serta tindakan yang diambil.

Laporan ini harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga mereka
dapat memahami dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh manajemen. Dengan demikian,
pertanggungjawaban menjadi mekanisme penting dalam menciptakan transparansi, mencegah penyalahgunaan
kekuasaan, dan memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Pertanggungjawaban yang efektif juga berfungsi sebagai alat pengendali internal, di mana manajemen dituntut
untuk selalu bertanggung jawab atas hasil dari keputusan yang mereka ambil. Hal ini menciptakan lingkungan
yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab, dengan
mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul. Dengan adanya pertanggungjawaban yang kuat,
perusahaan dapat memperkuat kredibilitasnya, membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Seiring dengan
perkembangan regulasi dan standar internasional, penerapan pertanggungjawaban dalam tata kelola
perusahaan juga semakin ditekankan, terutama dalam upaya mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan.

Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan
kinerja perusahaan sekaligus menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Namun,
penerapan konsep pertanggungjawaban dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan dalam penerapan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi hukum,
budaya perusahaan, serta dinamika pasar yang terus berubah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian
yang mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban dalam tata kelola perusahaan ini diimplementasikan
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dalam kerangka hukum yang berlaku serta bagaimana praktiknya di dunia nyata. *Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis aspek hukum terkait pertanggungjawaban dalam tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, serta
melihat implementasinya dalam praktik sehari-hari. Dengan melakukan pendekatan analisis hukum dan studi
kasus, diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam
mewujudkan tata kelola perusahaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pertanggungjawaban
perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk
memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan
diterapkan dalam praktik di lapangan, serta bagaimana perusahaan mengimplementasikan strategi
keberlanjutan dalam operasionalnya. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran
yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan dapat mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan melalui
mekanisme pertanggungjawaban hukum dan implementasi praktis di lapangan.

Kerangka hukum

UU No. 40/2007 Pasal 97 tanggung jawab pengurusan direksi

UU No. 40/2007 Pasal 74 — kewajiban CSR bagi sektor SDA

PP No. 47/2012 — pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan
POJK No. 51/2017 — pelaporan keuangan & ESG berkelanjutan

L

Menjalankan prinsip fidusia: itikad baik, duty of care

Tanggung jawab direksi

Memastikan kepatuhan CSR & pengelolaan dampak lingkungan (AMDAL)

Menyusun & mempublikasikan laporan keberlanjutan (ESG)

Tantangan implementasi

Kurangnya kesadaran & pemahaman direksi scal keberlanjutan
Tekanan pemegang saham untuk hasil finansial jangka pendek
Keterbatasan sumber daya untuk mendanai inisiatif keberlanjutan

Pengawasan regulator (OJK, KLHK) yang masih perlu diperkuat

Pembahasan

Dalam sistem tata kelola perusahaan di Indonesia, direksi memiliki peran sentral sebagai pengambil
keputusan strategis dan operasional perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
tindakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk mencapai tujuan yang
berkelanjutan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka hukum Indonesia,
tanggung jawab direksi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
ketentuan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Pertanggungjawaban direksi dalam tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia terutama diatur
dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 UUPT menyebutkan
bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan®. Selain itu, tanggung jawab direksi tidak hanya
terbatas pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mencakup pemangku kepentingan eksternal lainnya,
termasuk masyarakat dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pasal
74 UUPT mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa kegiatan perusahaan mematuhi ketentuan CSR, dan jika gagal memenuhi kewajiban
tersebut, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.” Regulasi tambahan yang memperkuat
ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan CSR oleh
perusahaan. Peraturan ini mengatur bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya meliputi kontribusi
ekonomi kepada pemegang saham tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan.
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Direksi, dalam hal ini, wajib memastikan bahwa program CSR dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, direksi juga harus mematuhi prinsip fidusia yang mewajibkan mereka
untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Prinsip
duty of care ini mengharuskan direksi untuk mengambil keputusan dengan hati-hati, berdasarkan informasi
yang memadai, dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dari keputusan tersebut. Jika direksi
gagal menjalankan tanggung jawabnya dengan standar kehati-hatian yang diharapkan, mereka dapat dimintai
pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Misalnya, dalam kasus pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh kegiatan perusahaan, direksi dapat dikenakan sanksi jika terbukti bahwa mereka lalai dalam
memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar yang berlaku’. Meskipun ketentuan
hukum terkait tanggung jawab direksi sudah cukup jelas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan.
Di satu sisi, terdapat kesadaran yang semakin meningkat di kalangan perusahaan besar untuk mematuhi standar
tata kelola yang berkelanjutan, termasuk melalui penerapan prinsip-prinsip CSR. Namun di sisi lain,
pengawasan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup masih
perlu ditingkatkan agar pertanggungjawaban direksi dalam konteks keberlanjutan dapat diterapkan secara
konsisten. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan besar di Indonesia
menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Banyak
perusahaan yang hanya melakukan program CSR sebagai formalitas, tanpa benar-benar mempertimbangkan
dampak sosial dan lingkungan jangka panjang dari aktivitas bisnis mereka. Oleh karena itu, penguatan
mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada direksi yang tidak memenuhi
kewajiban hukum sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan
elemen fundamental untuk menciptakan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Salah satu komponen utama
dalam GCG adalah tanggung jawab direksi, khususnya dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan
strategis yang berdampak pada keberlanjutan perusahaan. Di Indonesia, regulasi mengenai tanggung jawab
direksi diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU PT) serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Tanggung jawab direksi dalam tata kelola perusahaan yang berkelanjutan mencakup
perencanaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa setiap keputusan strategis perusahaan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Hal ini melibatkan perencanaan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan,
tetapi juga pada pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Perusahaan seperti PT Unilever Indonesia, misalnya,
telah mengintegrasikan program keberlanjutan dalam strategi korporasi mereka dengan memperhatikan
pengurangan limbah dan penggunaan sumber daya yang efisien, Direksi juga bertanggung jawab untuk
menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability report), yang mencakup kinerja
lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Di Indonesia, penyusunan laporan keberlanjutan diwajibkan oleh
OJK melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga
Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik . Laporan ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang
menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang berkelanjutan kepada para pemangku
kepentingan.'' Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan dan sosial
perusahaan. Di sektor pertambangan dan energi, misalnya, perusahaan wajib melakukan analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari proses operasional mereka. Perusahaan yang gagal
mematuhi standar lingkungan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk pencabutan izin usaha

. Perusahaan seperti PT Aneka Tambang (ANTAM) telah menerapkan program keberlanjutan melalui
pengelolaan limbah dan pemulihan ekosistem di wilayah operasional mereka, kemudian Direksi juga
bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan dan sosial perusahaan. Di sektor pertambangan dan
energi, misalnya, perusahaan wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai
bagian dari proses operasional mereka. Perusahaan yang gagal mematuhi standar lingkungan ini dapat
dikenakan sanksi, termasuk pencabutan izin usaha . Perusahaan seperti PT Aneka Tambang (ANTAM) telah
menerapkan program keberlanjutan melalui pengelolaan limbah dan pemulihan ekosistem di wilayah
operasional mereka. 2

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam
implementasi tanggung jawab direksi terkait tata kelola berkelanjutan, di antaranya: a). Kurangnya Kesadaran
dan Pemahaman di Tingkat Direksi, Tidak semua anggota direksi memiliki pemahaman yang mendalam
tentang pentingnya tata kelola yang berkelanjutan. Beberapa direksi lebih fokus pada hasil jangka pendek,
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terutama keuntungan finansial, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan
masyarakat. b). Tekanan Dari Pemegang Saham, Direksi sering kali dihadapkan pada tekanan dari pemegang
saham yang menginginkan pengembalian investasi yang cepat, sehingga fokus keberlanjutan perusahaan
terpinggirkan. Konflik antara kepentingan jangka pendek dan tujuan keberlanjutan jangka panjang ini sering
kali menjadi kendala dalam penerapan strategi yang benar-benar berkelanjutan. c). Keterbatasan Sumber Daya,
Implementasi program keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), membutuhkan investasi yang
besar. Perusahaan yang lebih kecil atau yang beroperasi di sektor-sektor dengan margin keuntungan rendah
sering kali kesulitan untuk menyisihkan sumber daya yang cukup untuk mendanai inisiatif keberlanjutan.

Regulasi di Indonesia telah memberikan landasan bagi implementasi tata kelola yang berkelanjutan.
Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-
prinsip keuangan berkelanjutan dan melaporkan kinerja ESG mereka. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas memberikan landasan hukum untuk mengatur tanggung jawab direksi dalam
menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Namun, regulasi ini masih memerlukan
pengawasan dan penegakan yang lebih tegas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perusahaan tidak
hanya sekadar mematuhi persyaratan formal, tetapi benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam
operasional sehari-hari. Di sisi lain, insentif fiskal dan penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menerapkan
tata kelola berkelanjutan dapat menjadi pendorong yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban direksi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia diatur
oleh berbagai ketentuan hukum yang memberikan dasar dan panduan yang jelas bagi direksi dalam menjalankan
tugas mereka. Ketentuan-ketentuan ini terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
yang secara tegas mengamanatkan bahwa direksi harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola berkelanjutan adalah bagaimana direksi dapat menerjemahkan ketentuan hukum
tersebut ke dalam praktik nyata. Implementasi praktis dari pertanggungjawaban direksi dalam konteks tata
kelola perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tekanan
untuk mencapai keuntungan jangka pendek, kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan,
serta kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya keberlanjutan. Meski demikian, beberapa
perusahaan di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip
keberlanjutan dalam operasional mereka, dengan mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendukung
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang
visioner dan komitmen yang kuat dari direksi, tata kelola perusahaan yang berkelanjutan bukan hanya
mungkin, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat luas.
Untuk ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas direksi
dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan
pelatihan, penyempurnaan regulasi, serta penguatan mekanisme pemantauan dan pelaporan. Dengan demikian,
diharapkan direksi dapat lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawab mereka, tidak hanya dalam
mencapai tujuan finansial, tetapi juga dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang
lebih luas.

Direksi perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam terkait tata kelola perusahaan yang
berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dalam jangka
panjang, metode pengukuran kinerja keberlanjutan, serta cara mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan dalam strategi bisnis. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti OJK, perlu terus menyempurnakan
regulasi yang berkaitan dengan tata kelola berkelanjutan. Regulasi harus lebih jelas dalam memberikan
pedoman praktis bagi direksi, termasuk kewajiban untuk mengadopsi standar keberlanjutan internasional serta
mewajibkan pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan dan akuntabel. Direksi perlu membangun
kolaborasi yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, pemerintah,
dan komunitas lokal. Hal ini dapat memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka
pendek, tetapi juga memiliki dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
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